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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL
Nomor : 188.4/ 09/ 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

bahwa sesuai hasil rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada
tanggal 22 Juni 2023 telah disetujui bersama
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran-
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2022;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf
“a” diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
tentang Persetujuan bersama Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Penpelolaan dan Tanggungiawab
Keungan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemm  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42 1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor «50);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1§ Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35887)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20085 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor <576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor So
Tahun 20035 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor §185);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan  dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6057);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11
Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 3 Tahun 2008° tentang Perubahan atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 11
Tahun 2007 tentang. Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 Seri
E No. 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 31);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri
E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Tahun 2021° Nomor 14); S

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor S Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 No. 5);

. 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2021
' tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 64);

23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 217);

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
" Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada
tanggal 22 Juni 2023;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU « Menvetuius beesama  antara Dupatt Kendal dengan
‘ Dewan MPeewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal

teehadap  Rancangan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Nerndal  tentang  Pertanggungawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Rabupaten
Nendal Tahun  Anggaran 2022 menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal.

KEDUA : Meminta kepada Bupati  Kendal untuk  segera
memproses tahapan penetapan, pengundangan dan
pemberlakuan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud diktum KESATU sesual ketentuan peraturarn
perundang-undangan.

KETIGA t Keputusan ini mulai berlaku  pada  tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di  Kendal
Pada tanggal 22 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
; - -Ketua,
-' - e . —
d PPN iy -
| MUHAMMAD MAKMUN
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SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
Bupati Kendal;
w‘»k etarts Daerah Kabupaten Kendal,
Para Asisten Setda Kab. Kendal,
Para Ka. Badan Kabupaten Kendal;
Para Ka. Dinas Kabupaten Kendal;
Para Ka. Bagian pada Setda Kab. Kendal,
a Para Ka. Kantor Kab. Kendal,
9. Sexretaris DPRD Kab. Kendal;
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